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UU No. 8/1995 Tentang Pasar Modal telah membawa angin segar 
bagi aktivitas pasar modal yang selama ini hanya mengandalkan 
sejumlah Keputusan Presiden dan Surat Keputusan Menteri Keuangan. 
Kehadiran UU tersebut patut disyukuri mengingat bisnis pasar modal 
begitu mobile. Lebih-lebih mengingat proyeksi proses globalisasi 
menjelang efektifnya kesepakatan GATI'IWTO dan APEC. yang tentunya 
membutuhkan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. 
Konsekuensi kepastian dan perlindungan hukum tersebut adanya full 
disclosure and transparancy. Hal ini dapat dipahami karena setiap 
keputusan investasi di pasar modal mengandung risiko. Konsep 
kepastian dan perlindungan hukum di pasar modal tidak dapat 
dilepaskan dari pel'an dan tanggung jawab profesi penunjang, Profesi 
penunjang bertanggung jawab terhadap akurasi dan kelengkapan 
infol'masi yang dibutuhkan oleh investor. Kewajiban tersebut bersifat on 
going atau terus menerus. Dalam UU No. 811995, keberadaan pl'ofesi 
pen\\njang diatul' dalam Bab VIII Pasal 64 sampai dengan Pasal 69. 
Pengaturan dalam beberapa hal tersebut tampaknya sedel'hana. Namun 
demikian peran dan tanggung jawab profesi penunjang dapat kita tarik 
implikasinya secara sporadis dari ketentuan pasal-pasal lainnya. 
Masalahnya juga tidak berhenti di situ, profesi penunjang sangat 
menentukan dalam mekanisme bisnis pasar modal karena profesi ini 
yang akan menentukan apakah suatu transaksi bel'langsung secal'a fair 
atau tidak. 
Beranjak dari latar belakang yang telah kami uraikan tersebut di 
atas, pel'masalahan yang diajukan adalah : 
1. 	 Bagaimana profesi penunjang dalam rangka mendukung prinsip 
ketel'bukaan (disclosure) suatu proses emisi di pasar modal? 
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2. 	 Bagaimana aspek hukum (kedudukan hukum dan fungsi) profesi 
penunjang di pasar modal? 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas, fungsi dan 
kedudukan hukum profesi penunjang untuk mendukung di$closure 
terutama berkaitan dengan kegiatan go public emiten. 
Penelitian ini bersifat juridis normatif untuk mengkaji apakah 
peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan 
kedudukan hukum,. tugas dan kewajiban profesi penunjang telah 
diterapkan dengan baik. 
Langkah awal penelitian dimulai dengan menelusuri ketentuan 
perundang-undangan yang mengatur mengenai pasar modal dan profesi 
penunjang secara khusus. Selanjutnya penelusuran juga dilakukan pada 
bahan kepustakaan non peraturan. Selanjutnya dilakukan penelitian 
lapangan yang pada dasarnya hanya bersifat sebagai pelengkap. 
Hasilnya akan dikaji berlandaskan pada peraturan dan bahan 
kepustakaan yang terkait dengan permasalahan. 
Dalam menyoroti aspek keterbukaan (disclosure) di pasar modal, 
dilakukan dengan teknik perbandingan hukum. Hal ini penting 
mengingat aktivitas pasar modal di Indonesia baru marak (sebagai 
em,erging marllet). Seluruh bahan hukum tersebut di atas dianalisis 
secara kualitatif dan dipaparkan secara diskriptif. 
Dari hasil dan pembahasan yang peneliti laksanakan, dapat 
ditarik simpulan sebagai berikut : 
1) Hubungan Profesi Penunjang terhadap Prinsip Disclosure di 
pasar modal khususnya pada perusahaan go public meliputi : 
a. 	 Akuntan publik 
Untuk memeriksa dan mengaudit laporan keuangan emiten, 
memberikan pendapat wajar tanpa syarat (unqualified 
opinion) atas laporan keuangan. 
b. 	 Konsultan hukum 
Meneliti aspek-aspek hukum emiten, memberikan pendapat 
dari segi hukum (legal opinion) tentang dan keabsahan usaha 
emiten, antal'a lain mengenai akta pendirian AD perusahaan 
(pengesahan, permodalan, kepengurusan, dan hak kewajiban 
emiten beserta perubahan-perubahannya), tentang izin usaha 
emiten, bukti kepemilikan/penguasaan harta kekayaan 
emiten serta perikatan emiten dengan pihak ketiga, juga 
berperan dalam perkara pidana atau perdata dan gugatan 
yang berkaitan dengan emiten. 
c. 	 Notaris 
Membuat berita acara RUPS dalam rangka go public, 
perubahan AD dan perjanjian-perjanjian dalam rangka emisi 
efek. 
d. 	 Pel'usahaan penilai 
melakukan penilaian asset perusahaan emiten. 

Secara full, timely arLd plain disclosure. 
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2) Aspek hukum (kedudukan hukum dan fungsi) profesi penunjang 
adalah: 
a. 	 Lembaga pendaftaran profesi penunjang oleh BAPEPAM 
berbeda dengan lembaga pelizinan yang dilakukan oleh 
pihak yang berwenang (l\1enteri yang membidangi profesi 
yang bersangkutan). Profesi penunjang akan bertanggung 
jawab sebatas ruang lingkup jasa yang diberikan, uang 
dilakukan berlandaskan : 
• itikad baik; 
• independensi; 
• full, timely and plain disclosure; 
• menghindari conflict of interest. 
b. 	 PI'ofesi penunjang merupakan pihak yang terkait erat dengan 
akses informasi emiten dan pasar modal, oleh karena itu 
termasuk pihak-pihak yang tunduk pada ketentuan 
perundangan yang mengatur mengenai kewajiban, larangan, 
dan sanksi yang telah diatur dalam UU No. 811995. 
c. 	 Perjanjian yang dilakukan oleh emiten dengan 
masing-masing profesi penunjang bersifat sui genens atau 
perjanjian yang bersifat khusus, bukan termasuk perjanjian 
yang diatur dalam pasal 1601 KUH Perdata. 
Berkaitan dengan simpulan tersebut, ada beberapa saran yang 
peneliti ajukan, yaitu : 
1. 	 Perlunya pemerintah untuk mengeluarkan peraturan pelaksanaan 
atas Undang-Undang No. 8/1995 yang dapat dijadikan acuan atau 
tolok ukur dan pedoman bagi aktivitas pasar modaL Khusus bagi 
profesi penunjang, perlu ditegaskan seberapa jauh kewajiban mereka 
untuk mendisclose suatu informasi yang mcreka pcroleh dad emiten 
at.au yang berkenaan dengan pasar modal. 
2. 	 Perlu adanya kerjasama yang baik di antara profesi peilunjang 
(konsultan hukum, notalis, akuntan publik, perusahaan penilai) dan 
kerjasama tersebut termasuk untuk mencermati informasi dan 
dokumen yang sarna serta asli (bukan fotocopy yang tidak ada 
legalisasi) yang diajukan oleh emiten. 
3. 	 Perlu ditingkatkan kemandirianlindependensi, kualitas, integritas 
serta etika dalam mentaati kode etik dan standar profesi dari 
masing-maBing asosiasi profesi penunjang. Lebih-Iebih mengingat 
pelanggaran Kode Etik Profesi tidak menimbulkan suatu sanksi yang 
bersifat tegas. Khusus untuk konsultan hukum, perlu ada kejelasan 
tentang asosiasi profesinya. 
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